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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini membahas adanya permasal ahan pengetatan dan pembatasan pemberian remisi sebagaimana dalam
Peraturan Pemerintah PP Nomor 99 Tahun 2012. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimana sgjarah
dan perkembangan pemberian remisi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, apakah pengetatan dan
pembatasan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dan narkotika telah sesuai dalam perspektif sistem
pemasyarakatan dan perlindungan HAM, dan bagaimanakah bentuk yang solutif kedepannya dalam
menyusun kebijakan pemberian remisi, khususnyaterkait dengan adanya pembahasan untuk merevisi PP
Nomor 99 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan
pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan historis. Data-data yang diperoleh
diolah secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, konsep
pemberian remisi sangat terkait erat dengan perkembangan tujuan pemidanaan, dan sistem pemasyarakatan
yang berlaku. Remisi tidak lagi sebagal suatu reward/hadiah akan tetapi sudah menjadi suatu hak bagi
seluruh narapidana. Namun, sgjak berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2012 kebijakan pemberian remisi ini
seolah menempatkan konsep pemberian remisi kembali mundur kebelakang dengan seolah menempatkan
konsep remisi sebagai suatu hadiah dari penegak hukum yang tidak sesuai dengan konsep remisi. Kebijakan
pemberian remisi dalam PP tersebut secara filosofi telah menyimpangi dan mengingkari konsep
pemasyarakatan yang ada. Selain itu, ketentuan PP ini jugatelah bertentangan aspek yuridis, sosiologis, dan
manajemen pemasyarakatan. PP tersebut juga telah menimbulkan suatu bentuk diskriminasi pemidanaan
baik terhadap individu, maupun jenistindak pidananya yang merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM.
<hr />

<b>ABSTRACT</b><br>

Thisthesis discusses the issue of remissions rsquo restriction and constriction as stipulated in Government
Regulation PP Number 99 of 2012. The scope of the study is the history and development of remissionsin
Indonesian sentencing system, the correspondence between remissions rsquo restriction and constriction for
corruption convicts and narcotics to the perspective of correctional system and human rights protection,and
thoughtful policy making, particularly on plansto revice Government Regulation N0.99 Y ear 2012.1n this
study, the method used is normative juridical literature, by using statute approach, analytical approach, and
the historical approach. The datathat has been acquired and processed qualitatively are then presented
systematically. The result of the study concluded that the concept of remission are closely related to the
development of sentencing objective and the correctional system implemented.Remission isno longer asa
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Idquo reward rdquo but has become aright for all prisoners. However, since the regulation N0.99 Y ear 2012
applied, policy of remissions seemed to put the concept into decline as the concept of remission applied by
law enforcement is not in accordance with the ideals of remissions itself. Philosophycally, the policy of
remissions in that regulation has deviated and denied the concept of correction. In addition, the provisions of
this Regulation also has opposed the judicial aspect, sociological, and correctional management. The
regulation also has led to various forms of discrimination against both the individual criminalization and the
types of criminal acts, which are the form of human rights violation.



